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BAB II 

PEMBIAYAAN HAJI DAN AKAD YANG DIGUNAKAN 

A. Pembiayaan Haji dalam Hukum Islam 

Pembiayaan haji merupakan salah satu produk pembiayaan yang 

dikeluarkan oleh Bank BNI Syari’ah Cabang Semarang.1 Secara struktural, 

pembiayaan haji terdiri dari dua suku kata, pembiayaan dan haji. Pembiayaan 

diartikan sebagai financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik 

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh yang lain. Dalam arti sempit 

pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh 

lembaga pembiayaan, seperti bank syari’ah kepada nasabah.2 

Di bank syari’ah pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis 

kelayakan sampai pada realisasinya, dan setelah realisasi pembiayaan maka 

pejabat bank syari’ah melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.3 

Selain perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud lembaga 

pembiayaan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan 

pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

dana langsung dari masyarakat.4 

                                                      
1 Brosur BNI Syari’ah 
2
 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Tt. Hlm. 260 

3
 Ibid, hlm. 256 

4
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000 hlm. 93 
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Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 5Disini Pembiayaan Haji 

diberikan dengan sistem dana talangan. Talangan adalah pemberian pinjaman 

uang atau membelikan barang dengan pembayaran di belakang. 6 

Sedangkan pengertian haji menurut syara’ adalah mengunjungi 

baitullah dengan sifat tertentu, diwaktu yang tertentu, disertai oleh perbuatan- 

perbuatan yang tertentu pula. 7 

Jadi, pembiayaan haji merupakan pembiayaan dimana nasabah calon 

haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya 

perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya 

untuk melaksanakan ibadah haji. Pinjaman haji termasuk qarḍ.8 

Dana talangan haji dalam hukum Islam merujuk pada Fatwa DSN 

MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang pembiayaan Pengurusan Haji LKS 

yang berbunyi: 

  
 

                                                      
5
 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007 hlm. 73 

6
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke 3, Jakarta : Balai Pustaka 

2006 hlm. 1187 
7
 M. Hasbi Ash Shiddieqi, Pedoman Haji, Jakarta : Bulan Bintang, 1983 hlm. 16 

8
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ke 3, Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, 2006  hlm. 106 
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Ketentuan Umum: 
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan 

jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-
MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. 

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH 
nasabah dengan menggunakan prinsip al- Qarḍ sesuai Fatwa DSN-MUI 
nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 

3. Jasa pengurusan Haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan 
dengan pemberian talangan haji. 

4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan 
al-Qarḍ  yang diberikan LKS kepada nasabah. 

Ketentuan Penutup  
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui badan arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.9 
 

B. Akad yang Digunakan dalam Pelaksanaan Pembiayaan Haji 

Perjanjian atau akad adalah sarana hukum terpenting yang pernah 

dikembangkan utnuk menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan 

masyarakat. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang pernah terlibat 

dengan perikatan dan perjanjian dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

perjanjian dalam aktivitas Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). 

Dalam hukum islam ada beberapa isltilah yang mengandung konsep 

perikatan. Pertama, ditemukan istilah “hukum akad”. Sebenarnya apa yang 

dimaksud dengan hukum akad itu tidak lain daripada akibat hukum yang 

timbul dari suatu perjanjian. Kedua, Para fuqaha’ diberbagai tempat 

                                                      
9
 http://www.dsn_mui@mui-online.org, diakses pada tanggal 27 Pebruari pukul 17:09 WIB 
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membahas apa yang mereka sebut dengan al-amn, yang dapat 

diperbandingkan dengan hukum perikatan dalam hukum barat. Maksud al- 

amn adalah tanggung jawab seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang 

tidak merugikan orang lain. Bila ia melakukan perbuatan merugikan itu, ia 

wajib membayar ganti rugi. Ketiga, para ahli hukum Islam klasik 

menggunakan juga istilah al- iltizam dan dengan istilah ini umumnya mereka 

maksudkan perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan 

kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian.10 

Terbentuknya sebuah akad memerlukan unsur-unsur esensial yang 

harus ada atau yang lazim disebut rukun. Rukun adalah hal-hal yang menjadi 

elemen esensial baik terbentuknya sesuatu dan menjadi bagian dari padanya. 

Jika elemen esensial tersebut berada pada bagian luarnya maka disebut syarat. 

Setiap transaksi agar sesuai dengan ketentuan syari’at harus memenuhi tiga 

muatan, yaitu: 

1. Ṣigah, adalah bentuk-bentuk ungkapan dari pihak yang secara hukum 

berkelayakan untuk melakukan transaksi. Ungkapan menunjukkan 

kerelaan dan keinginan hati untuk menjalankan sesuatu yang disebutkan 

dalam sebuah transaksi. Adanya keinginan ini nampak pada ijab dan 

qabul. 

                                                      
10

 Kuat Ismano, Manajemen Syari’ah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009  Hlm. 101-102 
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2. Al- ‘aqid (orang yang berakad), suatu transaksi atau akad dapat menjadi 

sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang-orang 

yang memang berkelayakan untuk melakukannya.  

3. Mauḍu’aqd (Objek transaksi), Akad atau transaksi apapun tentu tidak 

mungkin terwujud jika tidak ada objek yang ditransaksikan, misalnya 

kontrak kerja, tukar menukar barang, gadai dan sebagainya.11 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan 

syari’ah memiliki landasan dasar syar’i dalam menjalankan transaksinya. 

Istilah-istilah yang telah diuraikan di atas, oleh para ekonom syari’ah 

dijadikan pedoman dasar dalam mengembangkan intitusi, bentuk-bentuk 

produk maupun layanan lembaga keuangan syari’ah.12 

Dalam istiah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 

seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti 

jaul beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akan berarti keterkaitan 

antara ijab (penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari’atkan dan berpengaruh 

pada sesuatu.13 

                                                      
11

 Miftahul Huda, Aspek Ekonomi dalam Syari’at Islam,Mataram: LKBH IAIN Mataram, 
2007 hlm. 79-85 

12
 Ibid, hlm. 103 

13
 Ascarya,Op.cit  hlm. 35 
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Islam memandang akad sebagai komitmen yang seharusnya melekat 

padanya. Islam juga menyatakan bahwa menjaga akad adalah suatu keharusan 

bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Kestabilan dari transaksi, persetujuan 

di antara orang, serta kebaikan dan kekuatan urusan mereka sifatnya adalah 

terlindungi. Akan tetapi, Islam juga menyatakan bahwa pembubaran akad 

adalah permasalahan yang serius dan dapat dilakukan, tentunya dengan 

sejumlah persyaratan.14 

Akad dapat batal dikarenakan 4 hal, yaitu: 

1. Tidak terpenuhinya komitmen dari salah satu pihak yang bersepakat. 

Jika salah satu dari kedua belah pihak dalam komitmen timbal balik 

mengikat kedua pihaknya, tidak dapat memenui kewajibannya, pihak lain 

dapat. Pembatalan akan menjadi efektif apabila terdapat beberapa kondisi 

sebagai berikut: 

a. Akad harus merupakan komitmen timbal balik dan mengikat kedua 

belah pihak. 

b. Salah satu pihak gagal dalam memenuhi komitmen. 

c. Pihak lain harus mampu memenuhi komitmennya. 

d. Sebelum mengajukan permintaan pembubaran, salah satu pihak 

seharusnya memperingatkan pihak lainnya untuk memperlihatkan 

kesungguhannya terlebih dahulu. 

 
                                                      

14
 Veithzal Rivai, dkk, Op. Cit hlm. 299 
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2. Perjanjian pada pembubaran kontrak. 

Kemungkinan untuk mencapai kesepakatan bahwa akad dianggap 

diselesaikan secara otomatis ketika komitmen tersebut tidak terpenuhi 

tanpa membutuhkan peristirahatan hukum. 

3. Akad selesai secara otomatis. 

Akad selesai secara otomatis dikarenakan para pihak yang bersepakat 

telah menjalankan kewajibannya masing-masing dan karena memang 

jangka waktu yang ditentukan telah habis. 

4. Permohonan ketidaklengkapan akad. 

Jika dalam komitmen mutual salah satu pihak gagal untuk melakukan 

pihaknya, pihak lain dapat menahan diri dari pemenuhan kewajiban 

permohonan bahwa saingannya tidak memenuhi kewajiban.15  

1. Akad Qarḍ 

Sesuai  Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang 

pembiayaan Pengurusan Haji LKS tersebut, akad yang digunakan dalam 

pelaksanaan produk dana talangan haji adalah al-Qarḍ dan al-Ijarah.  

Al- Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qarḍ dikategorikan 

dalam aqd taṭawwu’i atau akad saling membantu dan bukan transaksi 

                                                      
15 Ibid, hlm. 304 
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komersial16. Transaksi qarḍ diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan 

Firman Allah: 

��� ��� ��֠
��� 
������� 
��� 
������֠ �����ִ� ���⌧!�"#$%�&�' 
����( !��)��*+ ⌦�-.+) %/���⌧0 
1��2     

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya 
dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS: Al-Hadid:11:57)17 

 
Para ulama’ telah menyepakati bahwa al-qarḍ boleh dilakukan. 

Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup 

tanpa pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun 

yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Akad 

qarḍ  biasanya diterapkan sebagai hal berikut: 

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti 

loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera 

untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan 

mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia 

tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk 

deposito. 

                                                      
16 Muhammad Syafi’I Antonio, Op.Cit hlm. 131 
17Departemen Agama RI, Op. Cit hlm. 426 
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3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau 

membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah 

dikenal suatu produk khusus yaitu al-qarḍ al- ḥasan.18 

Qarḍ merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan. Biasanya 

untuk pembelian barang-barang yang fungible, yaitu barang-barang yang 

dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan  jumlahnya. 

Pinjaman qarḍ biasanya diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai 

fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami over draft. 

Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, 

untuk memudahkan nasabah bertransaksi.19 

Qarḍ adalah pinjaman uang. Aplikasi qarḍ dalam perbankan 

biasanya dalam empat hal: 

1. Sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji 

diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya 

perjalanan haji. Nasabah melunasinya sebelum keberangkatan ke haji. 

2. Sebagai pinjaman tunai muḍarabah dan produk kartu kredit syariah, 

dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik 

bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang 

telah ditetapkan. 

                                                      
18

 M. Syafi’I Antonio, Op. Cit hlm. 133 
19

 Ascarya, Op. Cit hlm. 46-47 
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3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut 

perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberi 

pembiayaan dengan skema jual beli, atau pun bagi hasil. 

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan 

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. 

Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui 

pemotongan gajinya.20  

Objek dari akad qarḍ adalah uang atau alat tukar lainnya, yang 

merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam 

mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib 

mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan 

datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar 

sebagai ucapan terimakasih. Ulama-Ulama tertentu membolehkan pemberi 

pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini 

bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang 

dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Hukum Islam memperbolehkan 

pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar 

biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini tidak boleh 

dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.21 

                                                      
20 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Ekonisia , 2003,hlm. 

74-75 
21

 Ascarya, Op.Cit hlm. 47 
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Akad qarḍ memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan 

mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek, selain itu 

qarḍ juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari’ah dan 

bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial selain misi 

komersial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan 

citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari’ah. 

22 

Islam menghalalkan utang sebagai salah satu jalan keluar bagi 

golongan yang mengalami kesempitan pembelanjaan atau keuangan. Cara 

ini diambil untuk menjamin supaya golongan itu tidak kecewa untuk 

mencapai keperluan mereka. Konsep utang piutang dalam Islam adalah 

semata- mata amal kebajikan diantara golongan yang mampu dengan yang 

tidak mampu supaya terjalin hubungan muhibah dan bantu membantu 

antara kedua golongan itu. Dan disini Bank Islam menawar kemudahan 

nota tunai untuk pembiayaan pribadi sesuai kaidah Al- Qarḍ Al- Ḥasan. 23 

2. Akad Ijarah 

Akad selanjutnya yaitu akad ijarah. Sewa atau ijarah dapat dipakai 

sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk 

pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu 

yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli asset dapat mendatangi 

                                                      
22 Muhammad Syafi’I Antonio, Op. Cit hlm. 134 
23

 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction in Business dari Teori ke Praktek, Jakarta: Bumi 
Aksara, 2011, hlm. 86-87 



12 

 

pemlik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai aset produktif. Pemilik 

dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian 

menyewakannya kepada yang membutuhkan asset tersebut.24 

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai 

bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar 

hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah: 

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan 

tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah 

pihak. 

2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan bertanggungjawab 

atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi 

manfaat kepada penyewa, 

3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti 

memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam 

periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku, dan 

4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, 

harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.25 

                                                      
24Ascarya, Op. Cit  hlm. 101 
25Ascarya, Op. Cit hlm. 102 
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Syarat-syarat di atas menunjukkan bahwa pemilik dana atau 

pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan 

sebelumnya. Tingkat keuntungan baru dapat diketahui setelahnya. 

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat 

keuntungan dengan alasan: 

1. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang 

bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa 

produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apakah akan dijual 

pada saat aset tersebut masih produktif. 

2. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus 

disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama 

berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa 

berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah 

mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin sudah 

berkurang.26 

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri.27 Dasar hukum ijarah adalah sesuai 

Firman Allah: 

3 4567�8�6*9�(��*+ :;"=����� 
>;"?ִ@#�(++) 2AB���9ִ� 

                                                      
26 Ascarya, Op. Cit  hlm. 102 
27

 M. Syafi’I Antonio, Op. Cit hlm. 117 
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2ACDE��֠⌧0 F -;ִ☺�( ִH�*I+) 
J+) �KLM�� �N7����O�(�� P 

QDR7�*+ �H9S(�9NT'U�� ��)�� 
>;4V"֠�WI >;YZ"[*9��0*+ 

=�+��"NT'U��8] P $^ 4�_E�`"R 
aO�!7T b^8� �ִVִ"c�+ P $^ 

OI��$%"R de7�8�6*+ 
�ִ?����*98] $^*+ fH9S(�97� 

���
( gD����*98] P QDR7�*+ 
�hI�*9�(�� �ij�� ִk�(6�� ` 

J83�' �ִH�*I+) #^��l�' ;7� 
m��7��R �*nYZo�p� (I�+�7q�R*+ 

$⌧�' ִִ�e��. �ִ☺Z�rDE7� ` 
J8�*+ �5sRH*I+) J+) 

F�t9�"=�r7u�Di 
�]S0ִ@#�(++) $⌧�' ִִ�*��. 

�]S`�&DE7v ���8� 5�w-☺_Eִc ���� 
KSM�&�R�*S =�+xy"NT'U��8] ` 

F�9z��R��*+ 
��� 
F�t94☺DE-���*+ �J+) 
��� 

�e!�` 7J9"E*n"�R fr�=l7] 
1{��2    

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayarann menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah:233:2) 28 

  
  Secara umum timbulnya akad ijarah disebabkan oleh adanya 

kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak 
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 Departemen Agama RI, Op. Cit hlm. 112 
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memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah 

memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau 

manfaat barang akan dilakukan nasabah kepada pemilik barang tanpa 

melalui bank syari’ah. 29 Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.30 

Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 

yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Adapun definisi ijarah menurut para fuqaha antara lain sebagai berikut : 

“Menurut Fuqaha Hanafiyah, Ijarah adalah akad atau transaksi terhadap 

manfaat dengan imbalan. Menurut Fuqaha Syafiiyah, ijarah adalah 

transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang 

bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut 

fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu 

harta benda yang bersifat mubah selama periode tertentu dengan suatu 

imbalan. 

Dari pernyataan di atas dapat disampaikan bahwa ijarah 

sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal 

ini, manfaat menjadi objek transaksi. Dari segi ini ijarah dapat dibedakan 

menjadi dua. Pertama, ijarah yang mentraksasikan manfaat harta benda 

                                                      
29

 Ascarya, Op. Cit hlm. 223 
                

30
 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit hlm. 117  
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yang lazim disebut persewaan, dan kedua ijarah yang mentraksasikan 

manfaat SDM.31  

Dalam teknik perbankan, ijarah ditandai dengan adanya 

pemindahan manfaat. Jadi, dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan 

prinsip jual-beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila 

pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek 

transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual 

barang yang disewakan kepada nasabah, karena itu dalam perbankan 

syari’ah dikenal al ijarah al muntaha bit-tamlik, yaitu sewa yang diikuti 

dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati 

pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.32 

Keuntungan yang dimaksudkan tidaklah semata-mata memberikan 

manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non materi. Islam 

memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi 

kepada qimah madiyah, tetapi masih ada qimah insaniyah, qimah 

khuluqiyah, dan qimah ruḥiyah. Dengan orientasi qimah insaniyah, berarti 

pengelola perusahaan juga dapat memberikan manfaat yang bersifat 

kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial, dan bantuan 

lainnya. Qimah khuluqiyah mengandung pengertian bahwa nilai-nilai 

akhlaqul karimah menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap 

                                                      
31

 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamaah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka,2002, 
hlm, 182-184 

32 Heri Sudarsono, Op. Cit  hlm. 66 
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aktivitas persaudaraan yang islami, bukan sekedar hubungan fungsional 

atau profesional, sementara itu, qimah ruḥiyah berarti perbuatan tersebut 

dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.33  
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